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Penelitian ini dan/atau karyailmiah ini (tesis) dimaksudkan untuk mempelgari dan/atau mengkaji
perkembangan penerimaan PAD di Propinsi DK Jakarta selamaini. Adapun tujuan penelitian ini antaralain
adalah untuk mengetahui:

1. Perkembangan tingkat kontribusi jenis-jenis sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
pembentukan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DK Jakarta dalam periode tahun 1983 s/d 2003.

2. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterkaitan antara perkembangan
penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) dengan perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) di Propinsi DKI Jakarta, dalam periode tahun 1983 s/d 2003.

3. Perkembangan penerimaan beberapa jenis-jenis pajak daerah di Propinsi DK Jakarta, dan tingkat
kontribusinya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada
khususnya dalam periode tahun 1995 s/d 2003.

4. Memprediksikan atau memperkirakan nilai penerimaan sumber-sumber penerimaan PAD di Propinsi DKI
Jakarta ke depan dan/atau pada tahun 2004 s/d 2010.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang difakukan dapat dicatat bahwa, peranan penerimaan pajak daerah
dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum pelaksanaan” otonomi
daerah (dalam periode tahun 1983 s/d 1999), maupun "setelah pelaksanaan™ otonomi daerah (dalam periode
tahun 2000 s/d 2003), tercatat "paling tinggi". Demikian pula peranan penerimaan pajak daerah dalam
pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan” otonomi daerah, tercatat
"lebih tinggi" dan peranannya dalam periode "sebelum pelaksanaan” otonomi daerah.

Peranan penerimaan retribusi daerah dalam pembentukan PAD Propinsg DKI Jakarta, baik dalam periode
"sebelum™ maupun "setelah” pelaksanaan otonomi daerah, tercatat "nomor 2 (dua) terbesar”. Kemudian
disusul berturut-turut oleh peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dart Dinas-Dinas, dan terakhir
penerimaan laba BUMD. Akan tetapi peranan penerimaan retribusi daerah, peranan pendapatan lain-lain
yang sah, pendapatan dari Dinas-Dinas dan laba BUMDdalam pembentukan PAD Propinsi DK Jakarta
dalam periode "setelah pelaksanaan™ otonomi daerah, tercatat "lebih rendah™ dart pada peranannya dalam
pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "sebelum pelaksanaan” otonomi daerah.

Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DK Jakarta selamaini (dalam periode
tahun 2000 s/d 2003) berpengaruh secara "signifikan™ meningkatkan perkembangan penerimaan PAD
Propinsi DKI Jakartatersebut. Akan tetapi "kenaikan" penerimaan PAD yang terjadi, sebagai akibat adanya
pengaruh yang "signifikan" dari "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional”
dengan "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabilaterjadi kenaikan nilai PDRB sebesar
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10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai PAD hanya sebesar 8,7% sgja. Kondisi
tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DK Jakarta yang terjadi
selamaini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PORB-nya
tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan
PAD Propinsi DK Jakarta.

Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DK Jakarta selamaini (dalam periode
tahun 1983 s/d 2003) berpengaruh "signifikan" terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi
daerah (pungutan daerah) di Propins DKI Jakartatersebut. Akan tetapi "kenaikan" nilai penerimaan pajak
dan retribusi daerah (pungutan daerah) yang terjadi, sebagal akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari
"kenalkan" nilat PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional™ dengan "kenaikan nilai PDRB yang
terjadi tersebut. Karena apabilaterjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya
berpengaruh meningkatkan nilai penerimaan pgjak dan retribusi daerah (pungutan daerah) hanya sebesar
9,0% sgja.

Kondis tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DK Jakarta yang
terjadi selamaini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PDRB-nya
tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan
pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) Propinsi DK Jakarta. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa,
kondisi penerimaan pgjak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DK Jakarta yang terjadi
selamaini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) dalam kondisi "un-bouyant”.

Kondis tersebut juga dapat mengisyaratkan bahwa, sistim dan/atau kegiatan pelaksanaan " penggal angan”
penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta selamaini, masih tercatat
belum efektif dan belum efisien. Dimana gejala belum efektif dan belum efisiennya sistim dan/atau keglatan
pelaksanaan "penggalangan” penerimaan pgjak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dapat terjadi
karena adanya banyak gangguan (hambatan) dalam pel aksanaan kegiatan "penggalangan” penerimaan pajak
dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dan/atau dapat juga karena adanya kecenderungan banyak
terjadi kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut.

Angkarata-ratatingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BIM-KB), Pgjak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan (PHI), Pajak Reklame
(PRK) dan Pgjak Penerangan Jalan (PPJ), di Propinsi DK Jakarta dalam periode "setelah pel aksanaan”
otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "lebih tinggi" dari pada angka rata-eta
pertumbuhannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi hanya penerimaan PKB dan BBN-KB sgja
yang peranannya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah dan PAD Propinsi DK Jakarta yang
tercatat "meningkat" dari peranannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999 sebelumnya.

Angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan
penerimaan pajak daerah di Propinsi DK Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan” otonomi daerah
(dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat relatif "lebih rendah” dari pada angka rata-rata tingkat
kontribus dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi angka rata-rata tingkat kontribusi total



penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam
periode "setelah pelaksanaan” otonomi daerah, tercatat relatif "lebih tinggi" dari pada angka rata-rata tingkat
kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999.

Berdasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa, guna meningkatkan secara
"optimal" kemanfaatan perkembangan perekonomian regional Propinsi DK Jakarta, yang dalam hal ini
dicerminkan oleh perkembangan PDRB-nya, bags nilai penerimaan PAD, dan pada khususnya nilai
penerimaan PAD dari sumber pgjak dan retribusi daerah, disarankan pemerintah Daerah Propinsi DK
Jakarta menempuh kebijakan "melaksanakan pembaharuan™ sistim dan/atau pelaksanaan " pengga angan”
penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan seminimal mungkin munculnya gangguan
(hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan " penggalangan” penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut,
serta menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah
tersebut. Kemudian guna meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah ke depan, Pemerintah Daerah
Propinsi DK Jakarta hendaknya"lebih memperhatikan" potensi-potensi sumber penerimaan pajak daerah
baru, dan potensi baru tersebut diakui secara sah dalam ketetapan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah Spesifik.



